
 
 
 
 

 

 
GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA 

 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam 

Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 

Barat Daya Tahun 2023; 

  b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, terdapat 

kegiatan yang berubah dan/atau bergeser sehingga 

berpengaruh terhadap capaian/target yang telah 

ditetapkan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023; 

 

SALINAN 



 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202l tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 200l tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

202l Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6831); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana 

Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka 

Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6731); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 

22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 (Berita 

Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 

22); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

TAHUN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya. 

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya. 



4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang termasuk ke dalam wilayah 

administrasi Provinsi Papua Barat Daya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah perubahan rencana pembangunan tahunan Daerah yang 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya tingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 

pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang bertugas mengelola 

anggaran dan menyelenggarakan program dan kegiatan yang ditetapkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 

satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 

sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi. Dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumberdaya sebagai masukkan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

11. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 

12. Target adalah batas atau besaran atau status atau ketentuan yang telah 

ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini target adalah berdasarkan 

indikator yang ditetapkan. 

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. 



Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, 

rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 

b. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

c. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan 

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan 

atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan 

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB  I  : PENDAHULUAN 

 BAB II  : EVALUASI TRIWULAN KEDUA TAHUN BERKENAN 

 BAB III   : KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

 BAB IV   :  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

  BAB V    :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

       BAB VI   :  PENUTUP 

         

(3) Uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3 

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 

perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi daerah, perubahan 

rancangan keuangan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana 

Kerja Pemerintah. 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 

menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 



(KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 

Anggaran 2023. 

Pasal 5 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan 

Perubahan RKPD Tahun 2023 ini dengan menindaklanjutinya dalam 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. 

 

 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua 

Barat Daya. 

      Ditetapkan di Sorong 

      pada tanggal  26  September 2023 

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA, 

               CAP/TTD 

          MOHAMMAD MUSA’AD 

 

Diundangkan di Sorong 

pada tanggal  26  September 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, 

                            CAP/TTD 

EDISON SIAGIAN 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR   
         

 
     Salinan sesuai dengan aslinya 
          Plt. Kepala Biro Hukum, 
 
 
  
 

              ANACE NAUW 
      NIP. 19721116 200212 2 001 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


